
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

TAHUN 2008 NOMOR 23
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

Menimbang :  a .  bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya
masyarakat, p e r l u  peningkatan kemampuan peran kepada lembaga
kemasyarakatan desa dan kelurahan agar memberikan kontribusi, mampu
mengakomodasikan dan menumbuhkan prakarsa berdasarkan aspirasi dan
kepentingan masyarakat, menggerakan pembangunan swadaya gotong royong
dibidang pengelolaan sumber daya alam secara teratur dan terencana;

b. bahwa untuk mengoptimalkan tujuan dan sasaran lembaga kemasyarakatan
sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan yang efektif dan efesien perlu
dilakukan penataan kelembagaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b ,  p e r l u  menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga
Kemasyarakatan;

Mengingat :  1 .  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 2  Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten To j o  Una-Una d i  Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 0  Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 3  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Pefaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan -Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r  3952);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o r  4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persernjuan Bersama

DEWAN PERWAIULAN RAICYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

9. Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
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11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah
kerja kecamatan

12. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan d i
kelurahan pada Kabupaten Tojo Una-Una

13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

14. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat

15. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah kepala desa atau disebut
dengan nama lain dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di
wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa.

16. Rukun Warga selanjutnya disingkat (RW) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah desa
dan Lurah

17. Rukun Tentangga selanjutnya disingkat (RT) atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan
kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah desa dan Lurah

18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtraan Keluarga selanjutnya disingkat (PKK) adalah gerakan
nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari,
oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertalcwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berahlalc mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri,
kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

19. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat (LPM) adalah lembaga atau
wadah yang dibentuk atau prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dan Lurah dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan

20. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan
generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial
dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa /  kelurahan atau
komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial

21. Lembaga Adat adalah Lembaga kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun secara
wajar telah tumbuh didalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum
adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut,
serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai
permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan.hulcum adat
yang berlaku

22. Partsipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara akti f  dalam proses
perencanaan pembangunan

BAB H
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) D i  Desa dan di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa

masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah
dan mufakat.

(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.

(4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada .ayat (1)
ditetapkan dalam Peraturan Daerah
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BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

(2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan

pembangunan secara partisipatif;
c. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya

masyarakat;dan
d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan

masyarakat.
(3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Sbagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai

tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

(1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi:
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka

memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil

pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong

masyarakat;
f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

(2) Lembaga kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi:
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka

memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil

pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong

masyarakat;
f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian

lingkungan hidup;
g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba

bagi remaja);
h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
j. pendukung media komunikasi, inforrnasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan

masyatakat.
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Pasal 5

Kegiatan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
a. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 dan pasal 4 dibantu kader Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV
JENIS

Pasal 7

Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari:
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) atau sebutan lain;
b. Lembaga Adat;
c. Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
d. Rukun Warga (RW)
e. Rukun Tetangga (RT)
f. Karang Taruna; dan
g. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

BAB
HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

(1) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Desa dengan pemerintah desa dan kelurahan
bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

(2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan lembaga
kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif konsultatif.

(3) Hubungan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan pihak ketiga bersifat
kemitraan.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan

Pemerintah Desa dan Kelurahan melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan dengan
melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
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PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pengganti undang-undang Nomor 22 Tabun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka
Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo
Una-Una tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat
dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pembangunan yang bertumpu pada
masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan dapat dibentuk sesuai kebutuhan yang diharapkan untuk
memberdayakan masyarakat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas
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BAB VII
SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber dana lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dapat diperoleh dari :
a. swadaya masyarakat ;
b. Anggaran pendapatan dan belanja desa ( APB Desa ) ;
c. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat ;
d. kerjasama pihak ketiga.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka lembaga kemasyarakatan yang sudah terbentuk
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun' disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur Iebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI TOJO UNA UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI
Diundangkan di Ampama

pada tanggal 30 Desember 2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH

KABUPAT T O J O  UNA-UNA

AHRUN LATJUBA
INA UTAMA MUDA

NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TA U N  2008 NOMOR. 23
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